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BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disusun Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

b. bahwa berkenaan dengan maksud pada hurup a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat . 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 51 Prp. Tahun 1960
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak
atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 1961

tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang
ada di atasnya (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
290, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
2324);

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3569);

5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2'1 Tahun 1997

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 21

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
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Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomlr 130, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara

Nomor 3569);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah- (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonelia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a8a4;

7. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang PerimbLngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerih (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi 
-Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5049);

L Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 111 Tahun

2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan kirena Waris dan Hibah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oo0 Nomor 213, Tambahan Republik

lndonesia Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4030);

10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 112 Tahun

2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan [arenJ Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran

Negira Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

11. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 113 Tahun

2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak

Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik lndoresia Tahun 2000

Nomior 215, Tambahan L-embaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4032);

12. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun

2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Femerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2oo7 Noror 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor afi7);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik^lndonesia Nomor

tz0 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan

Pajak Daerah;



14.

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor

171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor
173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang

Pajak Daerah;

16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

516/KMK.0412000 tentang Tata cara Penentuan Besarnya
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/KMI(0312008;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03

Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 70);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 55);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 04

Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun

2010 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BALANGAN

Menetapkan :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD
adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah di Kabupaten Balangan.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan.

7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan,.

8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau

bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

g. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi pLrseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang

menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan'

13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menataUSahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan npgO pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah.

14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD'

15. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima

pembayaran BPHTB terutang dariWajib Pajak.



16. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan
tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian,
dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki
kekuatan hukum.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke
pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Yang Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak

yang terutang; jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Darah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat,

SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang

terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah

Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan

atau denda.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses

yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan

penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan'

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.



a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

b. prosedur pembayaran BPHTB;

c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan;

g. prosedurpengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah
rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

(SSPD BPHTB);

dan/atau Bangunan;

dan/atau Bangunan
prosedur penyiapan
bangunan sekaligus

(4) Prosedur pembayarun BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)

adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak

dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang

dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen
pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta

ke Kepala Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan

realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB

Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huiuf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB,

SKpD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat

Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.

(g) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas

pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, Kepala SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

a. fungsi pelayanan;

b. fungsi data dan informasi; dan

c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas' 'melikukan 
interaksi dengan wajib pajak dalam tahapantahapan pemungutan

BpHTB seperti dalam proies penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.



(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c' . 
bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan

data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan' . 
meialui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai
peraturan perundangan-undangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek
pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang

disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)'

(2)Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD-BPHTB)'

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak

melalui Bank atau tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada

SKPKD.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran ll Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam ssPD BPHTB; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.



(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan pemeriksaan laPangan.

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran lll Peraturan Bupati ini'

Bagian KeemPat

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran' ' 
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

(2) Kepala SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kepala Kantor Pertanahan

dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.

(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran lV

Peraturan BuPati ini.

Bagian Kelima

PelaPoran BPHTB

Pasal 9

(1) pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

(2) pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi' ' 
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 10

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan' ' 
dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari
" Ban[ yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnYa.

(3) Fungsi pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan
' ' 

Hak-atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya'

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V

Peraturan BuPati ini.

Bagian Keenam

Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum

dibayar oleh Wajib Pajak.



(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
' ' penetapan SurIt Tagihan Fajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Paja[

Daerah t<urang ar"y", (SKPDKB) BPHTB dan/atau surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB'

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti

dengan surat Teguran dan/atau surat Paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran Vl

Peraturan BuPati ini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

Pengurangan BPHTB diajukan oleh wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi

Pelayanan untuk diteliti.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

Vll Peraturan BuPati ini.

BAB IV

FASILITASI

Pasal 13

Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,

menyempurna[an lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-

unOangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta

memb6rikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini'

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan'

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

/ xneuea ANGA

M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KEBUPATEN BALANGAN
TAHUN 2011 NOMOR 08



B.

Lampiran I : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

GAMBARAN UMUM

prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan

merupakan ptosLt pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal

p"n"rirrrn ha[< atas tariah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib

irajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat

Pembuat Akta Tanah.
Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang

menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.
Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa

kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan

data terkait objek pajak di Kantor Pertanahan.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban memb_ayar BPHTB atas.hak atas

tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini wajib

Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait

pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan'

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan

daerah, yang ."crri organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan,
pengelotarn k"rrngan din Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini,

DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan P-IAT dalam

menyiapkanSuratSetoranPajakDaerahBPHTB(SSPDBPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu wajib Pajak dalam menghitung BPHTB

terutang oan menviapfan sspD BPHTB. pihak yang_Epgt menjadi PPAT

ialah Camat atal Notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan

benruenang untuk:

- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kantor Pertanahan;

- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

4. Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah

wewenangnya. Dalam ptotJd* ini, Kepala Kantor Pertanahan

menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak'



C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS

Lanqkah 1

Wajib pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan

dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dokumen pendukun! ini ,enyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas

tanah dan/bangunariantara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat

ferjanjian, dok"umen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pad3

dasarnya menyatakrn t"lrh terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah

dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen

pendukung lainnYa.
Wajib p'a1ak kemudian mengajukan permoholan pengurusan Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Aangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan

permohonan pengurusan akti kepada PPAT dilampiri dengan dokumen

pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan'

Lanqkah 2
pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta

dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari

Wajib pajak. ppAT memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima.

Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian

mengajukan permohonan femeriisaan data objek pajak kepada Kepala Kantor

Pertanahan.

Lanqkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data

yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak' Kepala Kantor

irertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Lanqkah 4
ppAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan' PPAT

kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan

dokumen penJukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data

objek palat< dari Klpala Kantor Pertanahan' Jika diperlukan, PPAT dapat

,"t"t ukah pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Lanqkah 5
ppAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan'

Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan

drafiRkta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan'

Lanqkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat

Setoran Pajal Daerah eFHfg (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah'

Lanqkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi' mqk?

ppAT menghilung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek

pajak dan nitai APH1A terutang ke dilam formulir Surat Setoran PajlL?3"lqh
BPHTB. Setelah mencantumka-n seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu

menandatangani surat setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat setoran Pajak



Daerah BpHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau

tempat lain yang ditetapkan'oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data

perolehan nlf ltas tanah dan/atau bangunan. Bentuk Surat Setoran Pajak

baerah BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang terdiri

atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

Untuk Wajib Pajak.

Untuk PPAT sebagai arsiP.

Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran'

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD

BPHTB.

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip'

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada

Fungsi Pembukuan/PelaPoran.

Lanqkah 8
ppAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada

Wajib Pajak.

Lanqkah 9

Wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari

PPAT.

D. BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangqnan dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran

tnl.

ANGAN,

/

EFFENDIE/



CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 1

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUi

( SSPIIBPHTB )

qyLembar {
Untuk W:!ib Paak

BnteHs!

BERFUNGSI SEtrAGAI SURAT PETIBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PruAK BUXIIDAN BAilGUNAil (SPOP PBB)

UI{AS PEIIDAPATAil PEt{GEtoLAAll KE UAllGAil&ASt DAEFIAH :=_-==-_=-
@aghnbatrrib&

l. NanaW:$b Pt**:

2. NPWP: IJ
3- AlamatW.iib

4. Kdurahan/Dffi:

7. Kabtpabnfl(ob:

1. NorDr Otiek P4ak (NOP) PBB:

Z Letd( tandl dan atau b{Eunan:

8. (o& Po6:

3. Xelwahan/Desa: 4. RTnW:

5. K*amtsn:

Peoghibnga llJOP PB8:

15. Jenis p€rolehan h* das bnah dal ahu bangunal:

16. Nom6 Sertithd:

ul

6. (abup&ttlKot{

Utaian
Luas

I ltiri hrBlstdl da dd bawm wg' h*hyadhddehf

NJOPPBBI$ 2

/ Dis bfl dMk&, SPPT P88 ldvn tqi4tnva' tu&lTtu ..1

tu*xl'UOPPBB/n 2

Tandr ( buni ) 1 m2 9Rp
' l*,

Bangunan 8 m2 t0 np 12 RD
: *t,tu 4*a1l

NJOP PBB: 13 Rp

C- A(UMULASI NIIAI PEROLEI-IAN tlAK SEBELIfrT'INYA
Rp

PENGHITUNGAN BPIITB ( tlanya dibi berdasakan psnqhihrngan Waib Ptl

1.

2. Nilai Perolehat Obiek P aidr Tidak Kena Rt* ( NPOPTKP ) me{npxfi$kat ndai pda C

3. Nilii Peroletran Obier Paj* Kena Pajd( ( NPoP(P )

4. Bsa Psolehan H* # TaEh dan Bangunil yang tstutang

D.

$gka {ilAka

f/ixaryke3

1> Rp

2> Rp

3> Rp

4> Rp

E. JurIah Sebran b€tdsal@:

T a Penghibnganw4ibPaiak

T- b, STPDBPHTB/SXPDBKURANGBAYAR /SXPDB

I xuneueaAyARTAirMHAN') l'lornfl Tansgd:

f c. Pengura{ardiffiungsendrirenjdi: -T* % berdGa PerdxanKDHl{o: " """" "

r-d
,r*t -(r.*;*d.il (densarh$O:

-**ok"*"*"*r | ***r*El(+,*r*i,darrqiatErEar I Nmbsa1qqe,d",t",9htB"- kkd+@

Tp--_
(berd&*anparhtungatu dil Wafi dE)

)CotdWgtidakFrt
.............., U1............................ I MENGEIiI-|U|; I DllERllvlAOLEH: 1 Tdeh Diwifkeii

wAJtBpAtAx/pEt{yEIoR t ipailHorents IEMPATeEMBAvARANBPHTB ' DTMSPENDAPATANPENGELOLAAN

I tangga: KRJANC'ANASEIDAERAH

Heyr diln d6h
P€fu96 DPPXAD

lloffi DokufiEn:

t{@PBBbm:

Lllu-llll I i ll
EEtr B



PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PA'AK DAERAH BPHTB

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

! Formulir ini terdiri dari 6 {emm) lembar. Lembar pertama diterima wajib Pajat (WP} sebagai bukti pembayaEn; Lembar kedua dherima PPAT, Lembar keti8a dherima

(epala Kantor Bidant perta€han Kabupaten/Kota; Lembar kempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Paiak (WP); Lembar kelima diterima Bank Yang Dituniuk;

dan Lembar keenam diterima BsdahaE Penerimaan.

r lsibh SSPD BPHTB ini dengan hurufcetak kapital atau diketik.

I Gunakan satu SSPD BPHTB urtuk set'Ep seto€n dan setiapjenis perolehan hak atas tamh dan/atau bangunan.

I Fomulir ini dapatiuga digumkan urtuk pembayaEn atas suatu p€mbetulan atau p€ngungkapan ketidakbenaEn penghitunBan WP,

CARA PENGISIAN:

HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 cukup Jelas

HURUF B Di'rsi dengan data dao.ienis p€rolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Obiek Pajak (NOP) yang tercntum dalam SPPTPBB atastanah dao atau bangumn yang beengkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letaktanah dan/atau bangunan yang hakhya diperoleh

Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk p€nghitungan N.IOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

pada kolom angka 9 dan lOagar disebutkan Tahun SPPT PBB saat te.jadinya perolehan

Dalam hat N.,OP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdas.kan suEt

(eteErBan NrOP PBB yang diterbitkan oleh (epah Nantor Pelayanan PB8/KPP PEtama yan8 wilafah

kedanya meliputiletak tamh dan banSuoan atas pemohoEn wP

Angka 14 Diisidengan harga tEnsaksi yang teriadi^aBa tEnsaksi yang teGntum dalam Risalah Lelan&/nilai Paer obiek terbut

No. 24/(PIS/M2OO3 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilhas Subsidi Perumahan rebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri pemukiman dan pEsaBna Wilayah No. 20APTS/M/2o04 dan rumah Susun SederlEna yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan

Rumah beEubsidi (KPft beEubsk i) yang pembangunannya mengacu pada pemturan Menteri Pekeriaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang pe6yaratan

Teknis PembanBunan Rumah Susun,

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bengunan bersngkutan'

HURUFC Oiisi dengan akumubsi atas nilai-nihi peplehan hak yang p€mah diperoleh reb€lumnya Untuk mendutung angka ini, dapat diguEkan lembar bmbahan untuk

metrunjukkan detail PerhitunSan'

HURUF D Diisi den8an Penghitungan Bea Perclehao atas tanah dan Bangunan (BpHIB) oleh WP'

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoGn berdasarkan STB/SKBKB.S(B(BTsebagaimana huruf D.b ata! berdasrkan huruf D'd hurufCtidak perlu diisi

Angka 1 Nilai perolehan Objek Paiak (NPOP) diisi dengan har8a tEnsk5i / nilai pasarobiek pajak sbaSaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal

NpOp teEbut tidak d'*etahui atau lebih endah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengao N,OP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP

yang beEangkutan pernah mererima peElihan hak, maka angka NPOP ini h.ru mempertimbangkan alumulasi ini, jika akumulasi sebelumnva

belum permh dkemi BPHTB maka NPoP dihitung sebagai p€njumlahan dengan akumulasi ini.

Antka 2 Dihi s6mi dengan besamya NPOfiKP untuk Kabupaten/Xota yanB be6angkutan, yang dit€tapkan Xepala DaeEh

(infomasi mengenai besatn)"d NPoPTxP dapat diFeroleh melalui DPPKAD setempat)

Angka 3 Cukupjelas

Anilka4 Diisi dengan hasil perkalian antac NPOPKP (angka 3) d€ngan tarifpajaksebesar 516 (ssuai Pasal .... Perda No. ... Iahun ."-.)

HURUF E Diisi dengan memberi tanda 'X" pada kotak yang ssuai deogan dasar seo€ng WP m€lakukan setonn pajak

Huruf a. jika setoEn akan dilakukan Ebagaimam hurufc

Huruf b- jika *tonn dilakukan tidak menggumkan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan SuEt Tagihan Paiak Daemh BPHTB (STPD), SuEt Ketetapan

Bea perolehan Hak atag Tanah dan Bangunan KuBng Bayar (sKBKB), atau Sunt Ketetapan Bea P€rclehan Hak atas Taf,ah dan Bantunan Kumng

EaYarTambahan (SrcKBT)

Huruf c. jika wp memenuhi syamt tertentu untuk mendapatkan p€nguEngan dari jumlah Yang seharusnya ada di huruf C. Diisi derBan pGenta* sesuai

d€ngan ketent@n Yang berlaku

Hurufd. iika terdapat dasar/ketentuan hin selain huruf a, huruf b, dan huruf q sep€rti retomn berdasartan Sl( Pemb€tuhn/SK KebeEtan/Putuan

Banding/put6an lain yang mqyebabkanjumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengaf, yang terteE di HURUF C'

MGIANIUMLAH PA.IA|( YANG DISErOR diisi mmperhatikan HURUF D4 dan pilihan pada HURUF E'

. lika E{ dipilih, makajumlah etoEn menggunakan D{.
o .lika E-b dipilih, maka jumlah setnan *jumlah nilai y.ngdinyatalGn di E-b

. Jika E< dipilih, maka iumlah setocn ment8unakan D.4 dikalikan d€n8il Proientase yang dinYatakan di Et

. Jika E{ dipilih, sakajumlah storan siumlah oilai yang dinyatakan di E{

Jumlah setoEn teEebut diisi dengan anSka (dalam kotak) dan huruf(pada bagian yang diaBir).

Catatan: Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB d€ngan membetikan ketecngan 'NlHlL' pada bagian JUMLAH

sEIoMN. sspD Bplrri nihil cukup diketahui oleh ppAT/Notars dergan meEndatangani toloD ysng telah disediakan {wP tidat perlu ke Eant Yang Dituniuk

BendahaB Penerimaan).

Spesfikosi teknis: Pencetokon formulir Surat Setoran Pajak Daemh BPHTB mngkop 6 (enom) mengundkon kertos

tipis carbonized warns putih dengan ukumn lolio (27,5 x 33 cml

Lampiran I - P engurus qn Akta

Atrgka beriktrt:

Jenis Perchhan Kod€ Jenis Percl€han Hak Kode lenis Perclehan Hal Kode

- t'emindahan
Hak
-lual Beli
-Tuhar Menukar
- Hibah
- Hibah Wasiat

- waris

o1
02
03
04

05

Pemasukan dalam p€Eercan /badan hokum lainnya

Pemiehan hak yang mengakibatkan peElihan

Penunjukan pemberi dalam blang
Pelaksanaan putusan hakim yang memPunYai kekEtan
hukum tetap
PenggabunSan usaha

PehbaEn usaha

06
o7
08
fft
10
11

PemekaEn UFha
Hadiah
Perobhan hak Rumah sederhana sehat dan RSs melalui l(PR

bercubsidi *)

Pembe.ian hak baru
Pemb€rian hak baru sebagai kelaoiutan pelepagtr hak

Pemberian hak baru dil@r pelepaasn hak

L2

13

14
15

16
t7
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Lampiran ll : Peraturan Bupati Balangan
Nomor I Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA
HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan

merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB

terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Dalim prosedur 
-ini - Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan

pembayaran dengan melakukin penyetoran ke rekening kas daerah melalui
'gank ying Ditunlut atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Waiib Paiak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan'

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

sebagai dasar Oagi Wa;ib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan

membantu melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib
pajak. Dalam proieOirr ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan

benruenang untuk:

- menerima pembayaran BPHTB terutang dariwajib Pajak;

- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

- mengembalikan 
-SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/

kurang;
- menandatangani ssPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan

- mengarsip sseo BPHTB lembar 5 dan ssPD BPHTB lembar 6'

C. LANGKAH'LANGKAH TEKNIS

Lanskah I

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Palak akan menerima Surat Setoran

pajak Daerah BPHTB (SSPD eeurel ying telah diisi. ssPD BPHTB merupakan

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang kJ Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan

It"f' rc"prta fiaeran dan set<aiigus untuk melaporkan data perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan. ssp6 BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian

sebagai berikut:



. Lembar 1:

Untuk Wajib Pajak.

' Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsiP.

. Lembar 3:
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

. Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD

BPHTB.
, Lembar 5:

Untuk Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
. Lembar 6:

Untuk Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada

Fungsi Pembukuan/PelaPoran.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT

menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Lanqkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk/ Bendahara
penerimian. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan

BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Lanskah 3

Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang

pemOiyaran epHfg terutang dari Wajib Pajak. Bank yang dituniul</ Bendahara

Fenerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang

diterima dari Wajib Pajak.

Lanqkah 4

Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB-

Lembar S dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Lanskah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3, dan 4 dari Bank yang

ditjnjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses

berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di

DPPKAD,

D. BAGAN ALUR
Penerima hak tanah

m dalam lampiran

tnr.

Merupakan ringkasan prosedur pembayaran BPHTB oleh

dan/atau bangunan dalam bentuk bagan sebagaimana terc

(auen NGAN/,

erreNottT
h"

E
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Lampiran lll : Peraturan BuPati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

A.

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN

PAJAK DAERAH.BPHTB (SSPD.BPHTB)

GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian surat setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan

proses verifikasi l"tengfapan dokumen dan kebenaran data terkait objek

pajak yang tercantum Oltam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB' Prosedur ini

dilakukan setetah wajib Pajak melakukan pemb-ayaran BPIIIB- terutang

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang

Ditunjuk/ Bendahara Penerim aaan. Pehelitian Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB dilakukan ol"f' frngsi Pelayanan di Dinas Pendapatan' Pengelolaan

k"rrngrn dan Aset Daerafi. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data

objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi

Pelayanan atas 
'surat 

setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah

dibayarkan.

2. Fungsi PelaYanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak

yang tercantum dafam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB' Fungsi

i'etiyanan bennrenang dan bertugas untuk:

- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan

lnformasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek

pajak yang tercanium dalam SSPD BPHTB; dan
_ menano#njani surat setoran pajak Daerah BPHTB yang telah

diverifikasi'

3. Fungsi Pengolahan Data & lnformasi

Merupakanpihakyangmenyimpan.d.ataba,seobjekpajakFungsiini
menyediaXan Jata iert<iit oU;ef< pajak kepada Fungsi Pelayanan' Fungsi

Pengotahandanlnformasibenruenangdanbertugasuntuk:
-mengeloladatabaseobjekpajakyangtermasukdalamwilayah

wewenangnYa; dan
- menyeOiaian data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan'

LANG KAH-LANG KAH TEKNIS

Lanqkah 1

WajibPajakselakupenerima_h.akmenyiapkandokumenpendukungyang
dibutuhkan untuk p"n"itirn sspD BPHTB. bokumen pendukung terdiri atas:

B.

c.



- SSpD BpHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/

SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);

- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat

lzin Mengemudi/ PasPor);
- Surat Kuasa dariWajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga,

dalam hal transaksi waris.
- Fotokopi identitas Kuasa wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotokopi Kartu NPWP;
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak

kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD

BpHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan. Bentuk

formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran ini.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB,

SSPb BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajgk Fungsi

Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak

berdisarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima.
pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data

t<epiOi Fungsi pengolahin Data dan lnformasi. Bentuk formulir pengajuan data

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini'

Lanqkah 3

Fungsi pengolahan Data dan lnformasi menerima Form Pengajuan Data dari

Fun[si pela-yanan. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menarik data yang

dibuluhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data dan

lnformasi kemudian mencantumkan iniormasi objek pajak pada Form Pengajuan

Data. Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi lalu menyerahkan kembali data

Form pengajuan D-ata kepada Fungsi Pelayanan. Bentuk formulir informasi data

objek pajai iOatan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang t9t?h diisi data objek

pajai dari Flngsi Pengolahan Data dan lnformasi. Fungsi Pelayanan kemudian

memeriksa kebenaran-data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen

p"nout ung ssPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan

bata dan lnformasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan

penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan

iata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri'

Lanqkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan

kelengkapan dokumen pendukung terpen_uhi, maka Fungsi Pelayanan

,"n""nortangani ssPD BPHTB (lembar 1, 2, 3., dan 4). Fungsi Pelayanan

mengarsip SISpO BPHTB (lembai 4) sebagai dokumentasi' Fungsi Pelayanan

lalu irenyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1,2, dan 3) kepada Wajib Pajak'



Lanqkah 6

Wajib pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1,2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan'

Bagan Alur Prosedur Penelitian Surat Setoran Paiak Daerah BPHTB (SSPD-

BPHTB).

Merupakan ringkasan prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(SSPD-BPHTB) dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

46"

t,



coNToHDoKUMENToRMuLIRPERMoHoNANPENELITIANSSPDBPHTB

FdRMUIHP.n[mOuo fi=N:' N

Lampiran :l(satu)set
al : Penvampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Pengelolaan Pendapatan, Pengellolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pemerintah KabuPaten Balangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bantunan

,Trl r-T-l Tl-n rr_1 l-rn [rrT-l E

Terlampir dokumen sebagai berikut :

(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti

Penerimaan Daerah (BPD)*)

(2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB

lainnya Tahun .....'..........*)

(3) Fotokopi identitas wajib Pajak berupa

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak *+)

(7) ..................,,".....

Demiklan disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB'

Keterangan: -:--?o--------------
*) coret yang tidak perlu wajib pajak/Kuasa wajib Pajak *)

**) dalam hal dikuasakan

'iak' dengan ini kami menyatakan

- Data objek paiak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai

- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam 55PD-BPHTB telah sesuai

- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap



Dengan hormat,

sehubungan dengan proses penelitian sSPD-BPHTByangsedang berjalan, dengan ini kami mengajukan

permintaan dataterkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak -- :-- ---

Serta data objek Pajak atas :

Atas perhatian dan kerjammanya kami mengucapkan terima kaslh'

,20
Fungsi pelayanan



CONTOH DOKUMEN FORM DATA OBJEK PA'AK

iD*rAdetErpAilr

Dengan Hormat,
Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:

. Nama Wajib Pajak :

, t-l-l [T-ll l-T-Il l_TTT-n tr
3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan :

4.NomorobjekPajak(NoP) f E [lll l-T-I [_I--[l [fTn tr
. Leta k tanah/bangunan:
. Kelurahan/Desa:

. Keca mata n:

7. RT/RW:

nghitungan NJOP PBB:

Luas x NJOP PBB / m'z

Luas
(Diisi luastanah dan ataubangunan

yang hakrrya
Uraian

anah (bumi)

NJOP PBB

data ini dapat berguna dalam proses penelitian ssPD-BPHTB. Terima Kasih

---:?9-
Fungsi Pengelolaan Data

& lnformasi
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Lampiran lV : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KANTOR PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan
hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan

hak atas tanah telah terdaftar di Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1, Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung

pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wajib pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada

Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak

atas tanah ke Kantor Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas

untuk:

- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan

- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kantor

Pertanahan.

3. Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di

wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Pertanahan

benrenang dan bertugas untuk:

- memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak aias

tanah; dan
- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.



C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak

menerima Suiat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2

dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh
pasal 4 ayai (Z) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor
pelayanan 

-Pajak. 
Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak

Daeiah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti
penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAr).

Lanqkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)

lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 ayat (2)

dari Wajib pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip ssPD BPHTB lembar 2.

Lanqkah 3

ppAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan

menyerahkin draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti
penerimaan SSP PPh pasal 4 ayal (2) kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Lanqkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran

peiolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan kemudian

menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak-

Kepala Kantor Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan

hak atas tanah.

Lanqkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(SSPD BPHTB) Iembar 3. Kepali Kantor Pertanahan lalu menyerahkan draft

Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti

Penerimaan SSP PPh pasal 4 ayal (2) kepada PPAT'

Lanqkah 6

ppAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan'



Lanqkah 7

ppAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Lanqkah I
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

D, BAGAN ALUR
ke Kantor PertanahanMerupakan ringkasan Prosedur Pendaftaran Akta

dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam I
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A.

Lampiran V : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanoqal 9 Mei 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB
:

GAMBARAN UMUM

ProsedurpelaporanBPHTBmerupakanprosesyangdilakukanoleh
Bank yang oitunjurd Bendtara 

'Penerimaan dalam melaporkan

p"n"ti"i"r,i p"rOi,rtrn BPHTB.. dari Wajib Paja! Prosedur ini juga

meliputi proses p"iipoim yang dilakukan pejabat Pembuat Akta Tanah

atas'setiip akta pemindahan hak yang telah dite.rbitkan.- - prosedur ini meribatkan Bink yang ditunjuk atas penerlmaan

pembayaran epHie dari wajib pajax yang melalui mekanisme

["ny"ti,tan ke rekening penerimaan kas daerah'

PIHAK TERKAIT

1. Bank Yang ditunjuk

Merupakanpihakyangmenerimapembayaran.BPHTBdariWajib
pajak melalui mekinisme penyetoran ke iekening penerimaan kas

daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dariWajib Pajak;

-menerbitkandanmenyampaikanNotaKreditkepadaBendahara
Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening

penerimaan kas daerah; dan

- menYiaPkan Register SSPD BPHTB'

2, Bendahara Penerimaan

Merupakanpejabatfungsionalyangditunjukuntukmenerima
menyimpan, 

r-'--- 
menyeiorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang penO"q?!1l daerah dalam rangka

pelaksanarn'AFiio pro, unit- kerja 
'srpo. Dalam prosedur ini

'Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk:

-menerimapembayaranBPHTBdariWajibPajakmelalui
mekanisme PenYetoran tunai;

- menerima irlota Kredit dari Bank yanq ditunjuk atas setiap

pembayaranepHrgdariWajibPaiakmelaluimekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;

B.



.menerimaRegisterSSPDBPHTBdariBankyangditunjukatas
pemuayarrn 

-"#Hrg 
dari wajib Pajak melalui mekanisme

'penyet6ian ke rekening penerimaan kas daerah;

- menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari

wajib H;* 
-vr.g 

melalui mekanisme tunai ke Bendahara

Penerimaan;
- mencatut-'p"n"timaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan

Penyetoran;
- menYiaPkan Register STS; dan

- menda;;ik;. s"spD BpiiiB lembar 6 dari Bank vang ditunjuk/

Wajib Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakanpihakyangmenyiapkan-danmenandatanganiAkta
pemindahan Hak atas Tanarr oinlatau Bangunan. Dalam prosedur ini

ppAT berwenang dan bertug;s untuk membuat Laporan Penerbitan

AktaPemindahaiHakatasTanahdan/atauBangunan.

4, Fungsi Pembukuan dan PelaPoran

MerupakanpihakyangbertugasuntukmenyiapkanLaporanRealisasi
pAD berdasarkan dokumen--dokumen yang diterima dari Bank yang

ditunjuu il"d;h;ra penerimaan Jrn Feianat Pembuat Akta Tanah'

Dalam pro*Jri ini Fungsi pemnur<uan dan Pelaporan berwenang dan

bertugas untuk:

-menerimaSSPDBPHTBlembar6dariBendaharaPenerimaan;
_ menerir" n"gi.ter sspD BpHTB dari Bendahara Penerimaan;

- *"n"rima n"6itter STS dari Bendahara Penerimaan'

- menerima Buku penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara

Penerimaan;
-menerimaLaporanPenerbitanAktaPemindahanHakatasTanah

dan/atau Bangunan dari PPAT; dan

- menyiapkan Laporan Realisasi PAD'

BentukdokumenregisterSSPDBPHTB,register.STSdanformat
buku penerimaan din p"ny"totrn adalah sebagaimana tercantum

dalam LamPiran ini'

C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS

c.{.PelaporanBPHTByangditerimamelaluiBankyangDitunjuk

Lanqkah 1

Berdasarkan Prosedur
BPHTB lembar 5 dan

sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD

SipD gFHfg Lembai 6 atas setiap penerimaan



Dembavaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran

't<e 
reXening penerimaan kas daerah'

Lanqkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5

menerbitkan Nota Kredit dan membuat

oenerimaan PembaYaran BPHTB dari

mengarsiP SSPD BPHTB lembar 5'

dan lembar 6, Bank Yang Ditunjuk

Register SSPD BPHTB atas setiaP

wliin Pajak. Bank Yang ditunjuk

Register SSPD BPHTB
Fungsi Pembukuan dan

Lanqkah 3

,-* 
^n 

Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota^Kredit ke Bendahara

PenerimaanatassetiappenerimaanpemnayaranBPHTBmelaluirekening
penerimaan kas daerah'

Lanqkah 4

*.*'," Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk.

Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku

Penerimaan dan Penyetoran. g"ndrt'',ata Penerimaan iuga mencatat

p"n"rirrrn BPHTB ke dalam Register STS'

Lanqkah 5

Secara periodik, Bank Vang -dity{uk 
menyampaikan

vJ,ig Jiffipiti d"ng.n 
-SSpo 

BPHTB lembar 6 ke

Pelaporan.

Lanqkah 6

FungsiPembukuandanPelaporanmenerimaRegisterSSPDBPHTByang
Oif"ilpiri dengan SSPD BPHTB lembar 6'

G.2.PelaporanBPHTByangditerimamelaluiBendaharaPenerimaan

Lanskah 1

Berdasarkanprosedursebelumnya,BendaharaPenerimaanmengarslp
SSpD BPHTB femUut 5 dan tembir 6 atas setiap penerimaan pembayaran

BPHTB dariwajib ir;rr. secara tunai melalui Bendahara Penerimaan'

Lanqkah 2

Berdasarkan ssPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerlmaan

mencatat pen"ri,rir"n BpHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran'

Bendahara penerimaan juga ,"n"rt"i ssPD BPHTB ke dalam Register

sspD BpHTB. eendal-lara F"n"rimrrn mengarsip ssPD BPHTB lembar 5'



Lanqkah 3

secara periodik, Bendahara penerimaan menyampaikan Register ssPD

BpHTB yang dilampi;ia;grn sspD BpHTB lembar 6, Buku Penerimaan

dan penyetoran, beserta Register sTS kepada Fungsi Pembukuan dan

Pelaporan.

Lanqkah 4

Fungsi Pembukuan dan PelaPoran

dilampiri dengan SSPD BPHTB

Penyetoran, beserta Register STS'

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Lanqkah I
Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani

Akta Pemindahan- Haf atas Tanah dan/atau Bangunan' PPAT juga

men"tir" SSPD BPHTB lembar 2 dariWajib Pajak'

Lanqkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atauBangunanatassetiapaktayangtelahditerbitkan.

Lanqkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/itau'Bangunan ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Lanqkah 4

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta

Peniindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan'

G.4. PelaPoran Realisasi PAD

Lanokah 1

Berdasarkan prosedur C'1 , C'2, dan C'3' maka Fungsi Pembukuan dan

Pelaporan ,"n"iim dokumen n"i'p' [eSister SSPD BPHTB' SSPD

BpHTB lembar 6, Buku penerimaan dan PJnyetoran, Register sTS, dan

Irpor"n penerbiian nxt, Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan'

menerima Register SSPD BPHTB Yang

lembar 6, Buku Penerimaan dan



D.

Lanqkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut,

Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD'

BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan Prosedur Pelaporan

sebagaimana tercantum dalam lampiran ini'

Fungsi Pembukuan dan

BPHTB dalam bentuk bagan

(euer

f" EFFENDtET
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Lampiran Vl : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PENAGIHANN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan

proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan d119, menetapkan ta_gihan

BPHTB terutang yang disebabk"n karena BPHTB terutang menurut SSPD

BpHTB : tida[/[urang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena

bunga/denda.
Frosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang

dilakukan Fungsl Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang

dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka

waftu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat

Ketetapan pajak Daerah (dfpO) Kurang BlYar dalam jangka waktu 5

(lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.' piosedur penetipan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan

Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum

melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo'
prosedur ini melibatkJn FungsiPelayanan sebagai pihak yang m^emiliki

dan mengelola database DaGr Surat Tagihan Pajak Daerah (S-;PD)

BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar

Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran'

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB_terutang

berdasarkan Surit iagihan Pajak Daerah (STPD) BI'H]_B, Surat

Ketetapan pajak Daeiah (sKpD) Kurang Bayar BPHTB, _Surat
Ketetapan pajat< Daerah (SKPD) Kurang Bayar Tambahan BPHTB'

wajib Pajak juga akan menerima surat Teguran jika pada saat jatuh

tempo belum melunasi BPHTB terutang'

2. Fungsi PelaYanan

Merupakanpihakyangbenruenangdanbertugasuntuk:
- memeriksa SSPD BPHTB
- menerbitkan STPD BPHTB



- menerbitkan SKPD Kurang BayaTBPHTB

- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi

Penagihan mengarsip SSpO BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib

Pajak.

Lanqkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang

tidaf/kurang d'ibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda'

Lanqkah 3

Atas SSpD BpHTB terutang yang tidaUkurang dibayar, salah tulis, salah

salah hitung, dan kena bungaidenda maka Fungsi Penagihan menerbitkan

Daftar SSpb BpHTB yang tiOat</kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,

dan kena bunga/dend"a. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar

tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD

BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena

bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2'

Lanqkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2)'

Lanqkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada wajib

Pajak.

Lanqkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD

BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak'



Lanqkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB'

c.2. Penetapan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar

BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fy1gsi

Penagihan akan mengarsip ssPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh wajib

Pajak.

Lanqkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap ssPD ?P_l-tT-B.yang 
telah _berjangka

wakiu 5 (limal tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak' Fungsi Penagihan

memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam ssPD BPHTB

tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan

kemudian menerbitkan Daftar ssPD BPHTB yang kurang dibayar.

Lanqkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah

berjlngka wirt, 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan

,nem"r-iksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar

tersebut. Atas SKPD Kurang-Aaya1 yang masih kurang bayar, Fungsi

penagihan kemudian menerbitkan Daftir SXpO Kurang Bayar yang masih

kurang dibaYar.

Lanqkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat,

Kurang BaYar (rangkaP 2) dan SKPD
Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD

Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2)'

Lanqkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD

Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

Lanqkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan sKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD

t<uring Bayai Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak'

Lanqkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap

SfiO Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.



Lanqkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

atas setiap SfpO Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada

Wajib Pajak.

Lanqkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang BayarlSKPD Kurang Bayar Tambahan

dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran

BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayarl

SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang BaYar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daitar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau

surai ketetapan BPHTB yang akan mendekatijatuh tempo'

Lanskah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi

dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi

BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan Surat Pembeiitahuan dan Himbauan

Lanqkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran 
"paiak 

secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui,

maka Fungsi' penagihan terus meiakukan pendekatan persuasif kepada

Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang'

Lanqkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

p"rUryrran pajat< secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,

maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2) Bentuk

Surat Tegu-ran adalalh adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.



Lanqkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2)'

Lanskah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib

Pajak.

Lanqkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Lanqkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat

Teguran yang dikirimkan kepada wajib Pajak Bentuk Daftar surat Teguran

aOitan senagaimana tercantum dalam Lampiran ini'

D. BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan Prosedur Penagihan BPHTB. dalam

sebagaimana tercantum dalam tampiran"ini yang terdiri a^rF

{euee
hxcayr

lentuk bagan
a) Bagan.

EFFENDTE//

[, '='=i.



Surat Teguran

PEMERINTAH XABUPATEN BATANGAN

DINAS PENDAPATAN, PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN ASEf

DAERAH

Kepada Yth,

Nama :

NOP :

Alamat :

SURATTEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan paiak sebagai berikut:

(+) coret yang tidak perlu Jumlah

{dengan huruf :

untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah

Nomor ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agSr

melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera

melaporkan kePada kami.

PERHATIAN

HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA

SATU} HARI SETELAH TANGGAL SURAT

TEGURAN INI.

BATAS WAKTU TEBSEBUT, TINDAKAN

PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN

PENERBITAN SURAT PAKSA.

Kepala DPPI(AD

Pemerintah KabuPaten Balangan

NOP, NO & TANGGAL STPD

BPHTS/ SKPDB KURANG

BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR

LqmPiran W'Penagihan
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Lampiran Vll : Peraturan BuPati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan

Fungsi Pelayanin dalam menetapkan persetujuan/penolakan- atas

pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari wajib Pajak. Fungsi

Pelayinan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan

berdisarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.
pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala

Daerah yang beriii tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk

daerah V-rng bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan

Data dah iniormasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database

objek pajak di wilayah aclministratifnya. Bentuk Surat Ketetapan
pengurangan BPHTB aOatah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

B. PIHAK TERKAIT

'a. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas

BPHTB terutang 
- 
menurut surat ketetapan BPHTB yang telah

diterbitkan sebelumnYa.

2. Fungsi PelaYanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, meneliah, dan memeriksa permohonan pengajuan

pengurangan BPHTB
- menLrbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan

Data & lnformasi
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB

atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB'

3. Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan



C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS

Lanqkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang
dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan
Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Lanqkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.
Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan
Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Lanqkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan.

Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan
permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan
Data.

Lanqkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi

Pengolahan Data dan lnformasi.

Lanqkah 5

Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi menerima Form Pengajuan Data.

Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi kemudian menarik data terkait objek
pajak dari Database Objek Pajak.

Lanqkah 6

Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi mengisikan Form Pengajuan Data

dengan data terkait objek pajak.

Lanqkah 7

Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi mengirimkan Form Pengajuan Data
(yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Lanskah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan

BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima.



Lanqkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak)

atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Lanqkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Lanqkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi
yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Lanqkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

D. BAGAN ALUR
Merupakan ringkasan Prosedur Pengurangan BPHTB daJ bentuk bagan
sebagaimana tercantum dalam latnpiran ini.

TBUPA

r



Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB Hal 1

PEMERINTAH KABUPATEN BA1ANGAN

KEPAIA DINAS PENDAPATAN, PENGELOIAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPATA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BAIANGAN

Membaca : surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas
n4ma.............

Nomor : ..................... ...........1angga1......................

: a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan yang teruta ng sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor :................,......

Tanggal : .......................

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;

: L. Peraturan Kepala Daerah Nomor .,., Tahu n .... tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan.

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor..... Tahun .... Tentang Pemberian Pengurangan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPPKAD KABUPATEN BALANGAN TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG

TERUTANG.

: Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pe ngurangan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) y ang terutang kepada Wajib

Menimbang

Mengingat

Pajak:

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Menetapkan

PERTAMA

. Lampiran YII - Penagihan



Surat Keputusan Pengurangan BPHTB Hal 2

Lam?iran VII - Pena{ihan

Tahun BPHTB

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ D okumen lainnya **):

- Nomor

NOP

Letak objek
Desa/Kel.

Kecamatan

Kab./Kota

KEDUA : sesuai dengan keputusan sebagaimana dim aksud pada diktum PERTAMA, maka

Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

a. BPHTBTerutang

b. Besarnya Pengurangan (...,..--'..-.'-...-.....-..."""')

c. Jumlah BPHTByantseharusnya dibayar

(sehsar: """"""""""""""'l

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirua n dalam keputusan ini maka akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

EMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan'

Ditetapkan di'.........'.......

Pada tanggal

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Balangan

Coret yangtidak Perlu
*) Diisi sesuai keperluan
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